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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan guna menganalisis peran kebijakan publik pada 

perkembangan Bank Pembiayaan Rakyar Syariah atau BPRS Lantabur Jombang 

dalam perspektif kebijakan publik Islam. Fokus dari penelitian ini guna mengetahui 

adanya kebijakan publik, baik yang bersifat regulatif maupun strategis, mampu 

mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah serta mendukung 

kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya 

kebijakan publik sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan 

menstabilkan perekonomian berbasis syariah agar mampu bersaing di tengah 

dominasi lembaga keuangan konvensional. 

 Pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Observasi 

dan dokumentasi menjadi teknik yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Di 

BPRS Lantabur Jombang, lokasi penelitian dilakukan, sebuah lembaga keuangan 

syariah yang aktif mendorong pemberdayaan ekonomi komunitas lewat kemitraan 

usaha mikro serta penyediaan pembiayaan produktif. Untuk memperoleh data, 

dilakukan wawancara mendalam kepada nasabah, staf, dan pimpinan. Dalam 

menganalisis seluruh data yang terkumpul demi memastikan validitas temuan, 

proses yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan 

kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki peran 

signifikan terhadap perkembangan BPRS Lantabur Jombang. Kebijakan perizinan, 

regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta program pemberdayaan UMKM 

dari pemerintah menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan jumlah 

nasabah, volume pembiayaan, dan pertumbuhan aset lembaga. Dari perspektif 

kebijakan publik Islam, penerapan nilai-nilai seperti keadilan (al-‘adl), 

kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sosial tercermin dalam praktik 

pembiayaan dan pelayanan BPRS. Selain itu, teori Ibnu Khaldun mengenai peran 

negara dalam menjaga stabilitas ekonomi juga relevan dalam menggambarkan 

sinergi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan publik Islam 

berperan sebagai fondasi moral dan strategis dalam mendorong perkembangan 

BPRS Lantabur Jombang. Kebijakan tersebut tidak hanya mendukung 

pertumbuhan ekonomi lembaga, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip syariah seperti keadilan, 

amanah, dan transparansi, BPRS mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan 

berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis keumatan. Penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan lembaga 

keuangan syariah dalam merancang strategi kebijakan yang berkeadilan dan 

berkeberlanjutan. 
Kata Kunci: Kebijakan Publik Islam, BPRS Lantabur Jombang, Kemaslahatan, 

Pemberdayaan Ekonomi, Lembaga Keuangan Syariah. 
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ABSTRACT 

This research was conducted to analyze the role of public policy in the development of the 

Sharia People's Financing Bank (BPRS Lantabur Jombang) from an Islamic public policy 

perspective. The focus of this research is to determine whether public policies, both 

regulatory and strategic, can encourage the growth of Islamic financial institutions and 

support public welfare. This research is motivated by the importance of public policy as a 

government instrument in regulating, directing, and stabilizing the Sharia-based economy 

so that it can compete amidst the dominance of conventional financial institutions. 

A descriptive qualitative approach was employed in this study. Observation and 

documentation were utilized as techniques for data collection. The research was conducted 

at BPRS Lantabur Jombang, a Sharia financial institution actively fostering community 

economic empowerment through micro-enterprise partnerships and the provision of 

productive financing. To acquire data, in-depth interviews were conducted with customers, 

staff, and management. To analyze all the collected data and ensure the validity of the 

findings, the process involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. 

The findings reveal that public policy plays a significant role in the development of BPRS 

Lantabur Jombang. Licensing regulations, supervision by the Financial Services Authority 

(OJK), and government programs for MSME empowerment are key drivers behind the 

growth of customers, financing volume, and institutional assets. From the perspective of 

Islamic public policy, values such as justice (al-‘adl), public welfare (maslahah), and social 

responsibility are reflected in BPRS’s financing and service practices. Moreover, Ibn 

Khaldun’s theory regarding the state’s role in maintaining economic stability is relevant in 

illustrating the synergy between the government and Islamic financial institutions. 

This study concludes that Islamic public policy serves as a moral and strategic foundation 

in promoting the development of BPRS Lantabur Jombang. Such policies not only support 

institutional economic growth but also contribute to community economic empowerment. 

By implementing sharia principles such as justice, trustworthiness, and transparency, 

BPRS has successfully maintained public confidence and established itself as an instrument 

of community-based economic development. This research is expected to serve as a 

reference for policymakers and Islamic financial institutions in designing fair and 

sustainable policy strategies. 

Keywords: Islamic Public Policy, BPRS Lantabur Jombang, Public Welfare, Economic 

Empowerment, Islamic Financial Institutions. 
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